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EA Dan Kebijakan Persaingan Usaha
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Single marlet dalam MEA berdampak terhadap pengertian
“pasar bersangkutan', pengertian “kartel” serta dapat
mengubah komposisi penguasaan pasar di negara lain
dalam hal akuisisi dan merger

he ASEAN Economic Commu-
nity (AEC) atau Masyarakat Eko-

I nomiASEAN (MEA) bermakna
penting sekaligus strategis bagi
negara-negaraASEAN terrnasuk

Indonesia. Disebut penting, sebab MEA akan
mengintegrasikan seluruh negara ASEAN
ke dalam satu pasar (single market). Karena
itusemua negara berkepentinganterhadap
MEFAsehinggasemua negarasedangbersiap
bagikepentngan nasionalnya Negarayang
tidak siap dan tidak mempunyaj daya saing
vangkuat akan tergilas produk negaralain.
Selain penting, pasar ASEAN dalamsatu
kesatuan (satu pasar) berposisistrategis bagi
kawasan ASEAN. ASEAN yang memiliki
penduduksekitar6 12 jutajiwa lebih menjadi
kawasan yang diminati di dunia, sebab
kawasan ini telah menjadi kawasandengan
pertumbuhan ekonomi yangtinggl ini. Dalam
konteksini, ASEAN menjadi berkepentingan
untuk berkiprah dalam tataran kawasan
dunia. Kesatuan pasar ASEAN akan menjadi-
kan ASEANberposisisehagai kawasan strate-
gis di dunia. Persoalannya, negaramanayang
siapmemanfaatkan arus investasi yang besar
tersebutbagikepentingan ckonominasional-

‘nya. Bagi Indonesia, pertanyaan besamya

adalah mampukah memanfaatkan arusinves-
tasi yang besar tanpa mengabaikan kepen-
tingan pelakuusaha dalam negeri dankedau-
latan ekonomi bangsa?

Sebaliknya, MEA dengan single market

'yang bemilai penting dan strategis di atas

dapat menjadi kontra-produkiiljika terjadinya
penyalahgunaan posisi dominan.atauber-
kembangnya praktik monopoli dan per-
sainganusaha tidak. Persainganyang tidak
sehat sangat mungkin terjadi di era pasar
lebas seperti MEA ini, sebab setiap pelaku
usahabebas melakukan ekspansiusahauntuk
meraupkeuntungan bisnis. Indonesiasebagai
pangsapasarterbesardiantara negaraASEAN
persainganyang tidak sehat sangat rentan
terjadi,

Tulisaniniakan mengulas kondisi objektf
kesiapan hukurmn persaingan usaha dalam
menghadapai keberlakukan MEA. Selanjut-
nya, tulisan ini akan membahasisu hukum
persainganusahaIndonesiaterhadapkeberia-
kukan MEA serta kebijakan persainganusaha
bagaimanayangharus dilakukan Indonesia
dalam menghadapi MEA.

Kondisi Objektif
Beberapa kondisi objektif yang terjadi
menjelangkeberlakukan MEA terkait dengan

isu persaingan adalah. Pertama, belumsernua
negara ASEAN memilikihukum persaingan
usaha. Dari | OnegaraASEAN, barulimanegara
vangmempunyal hukum persaingan usaha,
Kedua, setiap negaradapat dipastikanmemiliki
sifat nasionalism dan protectionism sebab
setiapnegaramempunyai keanekaragaman
tersendiri, mempunyai ego sektoral masing-
masingdalam melaksanakanhukurn ekonomi
tertnasuk kebijakan dan hukurn persaingan
usaha, Karena itu dibutuhkan legal ramework
untukcross border cooperation, dan mendo-
rong competition policy untuk diterapkan.
Dalam perjalannnya, pada tahun 2007,
ASEAN telah menyepakatiASEAN Economic
Blueprint sebagailandasan untuk mewujud-
kan ASEAN Economic Community yang
salahsatukarakteristikkuncinyaadalah terca-
painya Competitive EconomicRegion melalui
implementasikebijakan danhukum persaing-
anusaha. Selaininy, dalam menghadapi MFA,
ASEAN melalui Sekretariat ASEAN telah mela-
kukan sejumlah aksi seperti ASEAN Expert
Groupon Competition (AEGC) sebagailem-
baga struktural di ASEAN yang menangani
implernentasi hukumn persaingan telah meng-
inisiasidan mempromosikan halini. Indonesia
telah melakukan peranyang strategis seperti
menjadi ketua dalam penyusunanGuidelines
onDeveloping CoreCompetencies inCompe-
tition Policy and Law for ASEAN (2013) dan
berkontribusi aktif dalam peryusunan ASEAN
Regional Guidelines on Competition Policy
(2010) dan Handbook on Competition Policy
and Law in ASEAN for Business (2011).

MEA & Hukum Persaingan Usaha,
Cassey LEE dan Yoshifumi Fukunaga
dalamASEAN Regjonal Cooperationon Com-
petition Policy (2013) menyebutkan bahwa
karakteristik utamaMEA adalah ahighly com-
petitive economic region. Memang dalam
teoriekonomi bahwa persaingan berdampak
positif terhadap ekonomi. Penelitian Dutz
danHayri (1999) menyebutkan bahwaimpli-
kasi persaingan adalah pertumbuhan
{growth) yang merupakan dasar dari perda-
gangan bebas (rade liberalization), kualitas
institusidan berdarmpak terhadapkebijakan
lingkungan. Selain itu, persaingan berdampak
terhadap iklim investasi yang menarik bagi
setiap pelakurusaha yang akan melakukan
serangkaian kegiatan bisnis.

Karena itu hukum persaingan usaha
sebagaisalah satukebijakan persaingan usaha
mempunyai peranyangsangat pentingdalam
menghadapi MEA. Penulis melihatbahwa

terdapat beberapabentuk regulasi yang pen-
tinguntukditinjau kembali dalam mengha-
dapi MEA. Indonesia perlumelakukan antisi-
pasiterhadap transaksi bisnis di luar negara
yangberada di wilayah ASEAN yang berdam-
pak terhadap persaingan usaha di Indonesia.
Misalnya, jika terjadi transaksi bermasalah
diluarnegeri (negara-negara ASEAN) namun
berdampak ke dalam negeri. Padahal, dalarm
UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan
PraktikMonopolidan Persaingan Usaha Tidak
Sehat, legal standing perusahaan yang ingin
melakukan gugatan harus berada diwilayah
Indonesia, Dalam hal ini pengertian pelaku
usahayangterdapat pada Pasal | ayat5 UU
No.5Tahun 1999 misatnyaharus dapatdise-
suaikan dengan kepentingan pelaku usaha,

Untukitulahdiperiukan comityprinciple.
Prinsip comityadalah prinsip penghormatan
kewenangan negaraasing dalam mengekse-
kusi kewenangannya pada prilakuusaha ter-
tentu dalam yurisdiksinya. Demikian juga
dalam hal segi-segi lainnya dari penegakan
hukum seperti kerjasama eksekusi pemba-
yaran denda atau bahkan kerjasama pene-
gakan hukun.

Selain itu, single market dalam MEA ber-
dampak terhadap pengertian “pasar ber-
sangkutan”, pengertian “kartel” serta dapat

mengubah komposisi penguasaan pasardi ,

negara Jain dalam hal akuisisi dan merger.
Lebih dariit, sistempengawasan persaingan
usahadimasing-masing negaraadalah salah
satuelemenyangsangal menentukan. Sebab,
materi hukum senta sistem penegakan yang
berbeda-beda diantara negara ASEAN akan
berakibat tehadapsistem pengawasan praktik
monopoli-Dalam hal ini peran KomisiPeng-
awas Persaingan Usaha (KPPU) harus diper-
kuat dalam rangka mencgakkan hukum
persaingansekaligus melindungi pelakuusaha
Indonesta dari prakdk monopoli negaralain.
Bagi penulis, dalam melindungi pelaku
usaha dalam negeri, maka KPPU harus
beradadalam satu bagian strategi pemerintah
dalammenghadapi MFA. Program pemerin-
tah terutama terkaitekonomi harusberada
dalam “satu tarikan nalas” dengan KPPU
sehinggasistein dan penegakan hukum per-
saingan bersinergi dengan kehijakan per-
saingan. Selain ltu, KPPU diharapkan dapat
menjadi salah satu instrumen untuk meme-
nangkan persaingan, Sampai disini, prinsip
kedaulatan ekonomi tidak dapat dinafikan
dalam menghadapi MEA, Negaraharus mela-
kukansegala upayauntuk melalakan kedau-
latan ekonomi Karena itu, keclaulatan ekono-
midalam bidang persaingan harus dimasuk-
kan dalam amandemenUUNo. 5 Tahun 1999
yang telah masuk Proglegnas tahun ini.
Selain jtu, peran kebijakan persaingan
usaha (competidonpolicy) mutlak diperhikan
untukmenciptakan ikimusahayangkondusif
dan menjaga kedautatan ekonomi bangsa.
Indonesia seyogyanya memperkuat dan
memperkokoh konektivitas antarwilayah.

Sebagainegara besar dengankepulauan yang
beribu, maka koneksitasantarwilayah mutlak
dilakukanuntuk menjagakepentingan hangsa.
Sebab, ranpakonektivitasantarwilayahmaka.
lndon&slagaanya berperan sebagal pasar bagi
negara ASEAN yang lain. Dalam sebuah
produk misalnya, orang yangberada dipulau
Surnateralebih mudah memperoteh produk
dari Singapura dan Malaysia, Transportasi
yang murah berdampak terhadap harga
barangyang murah. Dalaim haljasakeseharan
misalnya, saatini orang Medan lebih memilih
rumah sakitdi Penang Malaysia dari Rumah
Sakit di Jakarta misalnya.

Penutup
Kondisi objektf kesiapan hukuin per-
saingan usaha dalam menghadapai keber-
lakukan MEA perlu diperkuat dengan
penguatan hukurn material dan hukum for-
mal persaingan usaha Selainitu, hukum per-
saingan usaha seyogyanya sejalan dengan
kebijakan persaingan usaha dengan meng-
arusutamakan kepentingan nasional dan
kedaulatan ekonomi hangsa dengan mem-
perkuatkonektivitas wilayah dansejumlah
kebijakan lainnya yang mendukung daya
saingIndonesia.
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